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Abstract	

Lingkungan	 merupakan	 hal	 yang	 sangat	 penting	 dalam	 siklus	 kehidupan	
manusia.	 Dizaman	moderen	 ini	 timbul	 permasalah	 mengenai	 lingkungan.	 Dalam	
tulisan	ini	permasalahan	yang	diangkat	adalah	dampak	pencemaran	lingkungan	yang	
disebabkan	 oleh	 limbah	 dan	 sampah	 serta	 upaya	 pemerintah	 dalam	 mencegah	
pencemaran	 lingkungan	 hidup.	 Permasalahantersebut	 terjadi	 seiring	 dengan	
perkembangan	 teknologi	 yang	 tanpa	 memperhatikan	 lingkungan.	 Pencemaran	
lingkungan	memiliki	dampak	terhadap	kesehatan,	estetika,	kerugian	ekonomi,	dan	
terganggunya	ekosistem	alami.	Metode	yang	digunakan	dalam	karya	tulis	ini	adalah	
yuridis-empiris,	 dengan	 menggunakan	 teori	 pendekatan	 fakta	 dan	 peraturan	
perundang-	undangan.	Kesimpulan	dari	permasalahan	tersebut	adalah	dengan	tidak	
adanya	kesadaran	dari	pihak	pengusaha	industri	dan	masyarakat	untuk	melindungi	
lingkungan	hidup	dari	pencemaran	 limbah	dan	 sampah	akan	berdampaknya	pada	
rusaknya	 ekosistem	 alami	 serta	 berkurangnya	 baku	 mutu	 lingkungan.	 Tujuan	
penelitian	 ini	 adalah	untuk	mengetahui	 dan	menganalisis	 bagaimana	pencemaran	
lingkungan	 yang	 dilakukan	 pabrik	 PT	 Pertamina	Hulu	 Energi	 (PHE)	 berdasarkan	
Undang-Undang	 No.	 32	 Tahun	 2009	 Tentang	 Perlindungan	 dan	 Pengelolaan	
Lingkungan	 Hidup	 atau	 tidak	 dan	 Penerapan	 sanksi	 yang	 tepat	 terhadap	 PT	
Pertamina	Hulu	Energi	(PHE).	Jenis	peneltian	deskriptif	anlisis	dengan	pendekatan	
yuridis	 normatif.	 Hasil	 penelitian	 mengemukakan	 bahwa	 pembuangan	 limbah	
industri	 yang	 dilakukan	 oleh	PT	Pertamina	Hulu	 Energi	 (PHE)	 di	Karawang	 yang	
mengakibatkan	 tercemarnya	 air	 yang	 berada	 di	 lingkungan	 sekitar	 pabrik	 dan	
penerapan	sanksi	berupa	administratif	dan	keperdataan.	
	
Keywords:	Lingkungan,	Pencemaran	Lingkungan,	Limbah,	Sampah.	
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PENDAHULUAN	
Lingkungan	adalah	suatu	hal	yang	penting	dalam	siklus	kehidupan	manusia.	

Dalam	Undang-Undang	No.	32	Tahun	2009	Tentang	Perlindungan	dan	Pengelolaan	
Lingkungan	Hidup	pada	Pasal	 1	 ayat	 (1)	 yang	berbunyi	 “Lingkungan	hidup	 adalah	
kesatuan	ruang	dengan	semua	benda,	daya,	keadaan,	dan	makhluk	hidup,	termasuk	
manusia	 dan	 perilakunya,	 yang	 mempengaruhi	 alam	 itu	 sendiri,	 kelangsungan	
perikehidupan,	dan	kesejahteraan	manusia	serta	makhluk	hidup	lain”.	Lingkungan	
sebagai	sumber	daya	merupakan	aset	yang	dapat	menyejahterakan	masyarakat.	Hal	
ini	 sesuai	 dengan	 perintah	 Pasal	 33	 ayat	 (3)	 Undang-Undang	 Dasar	 Republik	
Indonesia	Tahun	1945	yang	menyatakan	bahwa,	bumi,	air,	dan	kekayaan	alam	yang	
terkandung	di	dalamnya	dipergunakan	untuk	sebesar-bersarnya	kemakmuran	rakyat.	

Negara	berkembang	seperti	Indonesia	mutlak	melakukan	suatu	pembangunan	
dengan	tujuan	untuk	memenuhi	kebutuhan	dan	kemakmuran	rakyat.	Pembangunan	
di	 era	 globalisasi	 ini	didukung	oleh	munculnya	 teknologi	 yang	 sangat	 canggih.	Di	
Kota	Denpasar	khususnya,	perkembangan	teknologi	sangat	pesat.	Namun,	teknologi	
tersebut	 memiliki	 dampak	 yang	 sangat	 besar	 dalam	 perubahan	 lingkungan	 yang	
disebabkan	 oleh	 tercemarnya	 lingkungan	 tersebut	 oleh	 limbah	 dan	 sampah.	
Pencemaran	 lingkungan	 adalah	 berubahnya	 tatanan	 lingkungan	 oleh	 kegiatan	
manusia	atau	proses	alami,	sehingga	mutu	kualitas	lingkungan	turun	sampai	tingkat	
tertentu	yang	menyebabkan	lingkungan	tidak	dapat	berfungsi	sebagaimana	mestinya	

Kegiatan	pembangunan	yang	makin	meningkat,	mengandung	resiko,	makin	
meningkatnya	resiko	makin	meningkatnya	pencemaran	dan	perusakan	lingkungan,	
termasuk	oleh	limbah	Bahan	Berbahaya	Beracun	(B3),	sehingga	struktur	dan	fungsi	
ekosistem	 yang	 menjadi	 penunjang	 kehidupan	 dapat	 rusak.	 Pencemaran	 dan	
perusakan	 lingkungan	 hidup	 akan	 menjadi	 beban	 sosial,	 yang	 pada	 akhirnya	
masyarakat	dan	pemerintah	harus	menanggung	biaya	pemulihannya.	Terpeliharanya	
kualitas	 fungsi	 lingkungan	 secara	 berkelanjutan	 menuntut	 tanggung	 jawab,	
keterbukaan,	 dan	 peran	 serta	 masyarakat	 yang	 menjadi	 tumpuan	 pembangunan	
berkelanjutan	guna	menjamin	kesejahteraan	dan	mutu	hidup	generasi	masa	kini	dan	
generasi	 masa	 mendatang.	 Menyadari	 hal	 tersebut	 di	 atas,	 bahan	 berbahaya	 dan	
beracun	 beserta	 limbahnya	 harus	 dikelola	 dengan	 baik.	 Makin	 meningkatnya	
kegiatan	 pembangunan,	 dalam	 hal	 ini	 pabrik-pabrik	 atau	 indutriindustri	
menyebabkan	meningkatnya	dampak	kegiatan	tersebut	terhadap	lingkungan	hidup,	
keadaan	 ini	 makin	 mendorong	 diperlukannya	 upaya	 pengendalian	 dampaknya,	
sehingga	resiko	terhadap	lingkungan	dapat	ditekan	sekecil	mungkin.	

Upaya	 pengendalian	 dampak	 terhadap	 lingkungan	 sangat	 ditentukan	 oleh	
pengawasan	 terhadap	 ditaatinya	 ketentuan	 peraturan	 perundang-undangan	 yang	
mengatur	 segi-segi	 lingkungan	 hidup,	 sebagai	 perangkat	 hukum	 yang	 bersifat	
preventif	melalui	proses	perizinan	untuk	melakukan	usaha	dan	atau	kegiatan.	Oleh	
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karena	itu	dalam	setiap	ijin	yang	diterbitkan,	harus	dicantumkan	secara	tegas	syarat	
dan	kewajiban	yang	harus	dipatuhi	dan	dilaksanakan	oleh	penanggung	jawab	usaha	
atau	 kegiatan	 tersebut.	 Pengaturan	 tentang	 limbah	 B3	 dimulai	 sejak	 tahun	 1992	
dengan	diterbitkannya	Keputusan	Menteri	Perdagangan	No.	394/Kp/XI/92	tentang	
Larangan	Impor	Limbah	Plastik.	Selanjutnya	diterbitkan	keputusan	presiden	No.61	
Tahun	 1993	 tetang	 Ratifikasi	 Konvensi	 Basel	 1989	 yang	mencerminkan	 kesadaran	
pemerintah	 Indonesia	 tentang	 adanya	 pencemaran	 lingkungan	 akibat	 masuknya	
limbah	B3	dari	luar	wilayah	Indonesia.	

	

METODE	
Penelitian	 ini	 dilakukan	 dengan	 menggunakan	 metode	 deskriptif-analistis,	

yaitu	 suatu	metode	dalam	 	meneliti	 	 status	 	 sekelompok	 	manusia,	 	 suatu	 	obyek,		
suatu	 	 kondisi,	 	 suatu	 	 sistem	 	 pemikiran	 ataupun	 	 suatu	 	 peristiwa	 	 pada	 	masa		
sekarang.		Penelitian		ini	menggunakan		pendekatan		yuridis	normatif,		maksudnya		
adalah	 	 bahwa	 	 dalam	 	 menganalisis	 	 permasalahan	 	 dilakukan	 	 dengan	 	 cara	
memadukan	bahan-bahan	hukum	dan	studi	kepustakaan.	

HASIL	DAN	PEMBAHASAN	

Pengaturan	 Pencemaran	 Berdasarkan	 Undang	 Undang	 No.	 32	 Tahun	 2009	
tentang	Perlindungan	dan	Pengelolaan	Lingkungan	Hidup.		
	 Dalam	 perkembangan	 globalisasi	 banyak	 bermunculan	 teknologi	 canggih	
yang	 mendorong	 kehidupan	 manusia,	 namun	 dalam	 perkembangan	 teknologi	
memiliki	dampak	terhadap	lingkungan.	Dampaknya	adalah	Pemcemaran	lingkungan	
yang	disebabkan	oleh	limbah	dan	sampah	sisa	dari	proses	produksi	tersebut.	Di	Kota	
Denpasar	 pencemaran	 akibat	 limbah	 dan	 sampah	 salah	 satunya	 terjadi	 di	 sungai	
Badung.	Sungai	yang	berada	di	kawasan	perkotaan	ini	tercemar	akibat	 limbah	dan	
sampah,	hal	 tersebut	 terlihat	 dari	 banyaknya	 sampah-sampah	 yang	menumpuk	di	
bantaran	 sungai	 dan	 airnya	 yang	 berwarna	 keruh	 serta	 berbau	 amis.	 Dalam	
UndangUndang	 No	 32	 Tahun	 2009	 Tentang	 Perlindungan	 dan	 Pengelolaan	
Lingkungan	Hidup	pada	Pasal	1	angka	14	yang	merumuskan	Pencemaran	lingkungan	
hidup	 adalah	 masuk	 atau	 dimasukkannya	 makhluk	 hidup,	 zat,	 energi,	 dan/atau	
komponen	 lain	 ke	 dalam	 lingkungan	 hidup	 oleh	 kegiatan	 manusia	 sehingga	
melampaui	baku	mutu	lingkungan	hidup	yang	telah	ditetapkan		
	 Penegakan	 hukum	 mempunyai	 makna,	 bagaimana	 hukum	 itu	 harus	
dilaksanakan,	sehingga	dalam	penegakan	hukum	tersebut	harus	diperhatikan	unsur-
unsur	 kepastian	 hukum.	 Kepastian	 hukum	 menghendaki	 bagaimana	 hukum	
dilaksanakan,	 tanpa	 perduli	 bagaimana	 pahitnya	 (fiat	 jutitia	 et	 pereat	 mundus;	
meskipun	 dunia	 ini	 runtuh	 hukum	 harus	 ditegakkan).	 Hal	 ini	 dimaksudkan	 agar	
tercipta	ketertiban	dalam	masyrakat.sebaliknya	masyarakat	menghendaki	 adannya	
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manfaat	dalam	pelaksanaan	peraturan	atau	penegakan	hukum	lingkungan	tersebut.	
Hukum	 lingkungan	 dibuat	 dengan	 tujuan	 untuk	 melindungi	 lingkungan	 dan	
memberi	 manfaat	 kepada	 masyarakat.	 Artinya	 peraturan	 tersebut	 dibuat	 adalah	
untuk	 kepentingan	 masyarakat,	 sehingga	 jangan	 sampai	 terjadi	 bahwa,	 karena	
dilaksanakannya	peraturan	tersebut,	masyarakat	justru	menjadi	resah.	Unsur	ketiga	
adalah	keadilan.	Dalam	penegakan	hukum	lingkungan	harus	diperhatikan,	namun	
demikian	hukum	tidak	identik	dengan	keadilan,	Karena	hukum	itu	sifatnya	umum,	
mengikat	 semua	 orang,	 dan	 menyamaratakan.	 Dalam	 penataan	 dan	 penegakan	
hukum	lingkungan,	unsur	kepastian,	unsur	kemanfaatan	,dan	unsur	keadilan	harus	
dikompromikan,	ketiganya	harus	mendapat	perhatian	secara	proporsional.	Sehingga	
lingkungan	 yang	 tercemar	 dapat	 dipulihkan	 kembali.	 kita	 akan	membahas	 definsi	
dari	 pencemaran.	 Menurut	 Undang-Undang	 No.	 32	 Tahun	 2009	 tentang	
Perlindungan	dan	Pengelolaan	Lingkungan	Hidup	Pencemaran	adalah	masuk	atau	
dimasukkannya	 makhluk	 hidup,	 zat,	 energi,	 dan/atau	 komponen	 lain	 ke	 dalam	
lingkungan	hidup	oleh	kegiatan	manusia	sehingga	melampaui	baku	mutu	lingkungan	
hidup	yang	telah	ditetapkan.	Makna	dari	perlindungan	dan	pengelolaan	lingkungan	
hidup	adalah	upaya	sistematis	dan	terpadu	yang	dilakukan	untuk	melestarikan	fungsi	
lingkungan	 hidup	 dan	 mencegah	 terjadinya	 pencemaran	 dan/atau	 kerusakan	
lingkungan	 hidup	 yang	 meliputi	 perencanaan,	 pemanfaatan,	 pengendalian,	
pemeliharaan,	pengawasan,	dan	penegakan	hukum.		
	 Pabrik	 PT	 Pertamina	 Hulu	 Energi	 (PHE)	 telah	 mencemari	 perairan	 lepas	
pantai	karawang	sejak	dinyatakan	terjadinya	tumapahan	minyak	pada	tanggal	12	Juli	
2019.	Hingga	saat	ini,	dampak	tumpahan	minyak	terus	mencemari	wilayah	laut	dan	
pesisir	Karawang,	Bekasi	serta	meluas	hingga	mencapai	Kepulauan	Seribu,	 Jakarta.	
Kormas	 kuat	 menilai	 Pertamina	 tidak	 hanya	 lalai	 dalam	 menjalankan	 kegiatan	
operasinya	dan	penanganan	awal	kejadian,	 tetapi	 juga	berupaya	menyembunyikan	
fakta	penting	dari	 petaka	 tumpahan	minyak	 itu.Tak	hanya	di	 lautan,	minyak	 juga	
mulai	 memasuki	 wilayah	 padat	 penduduk	 dan	 wilayah	 konservasi.	 Dampak	 yang	
dirasakan	bukan	hanya	dari	segi	ekologis,	tapi	juga	dampak	sosial.	Masyarakat	yang	
tinggal	di	sekitar	perairan	Karawang	dan	Bekasi	mengalami	kerugian	finansial	karena	
menurunnya	 kuantitas	 dan	 kualitas	 hasil	 tambak	 juga	 risiko	 kesehatan	 yang	
menghantui	 masyarakat	 karena	 terpapar	 minyak.	 Pencemaran	 tersebut	 telah	
melanggar	 ketentuan	 dalam	 Pasal	 69	 ayat	 (1)	 UU	 No.	 32	 Tahun	 2009	 Tentang	
Perlindungan	dan	Pengelolaan	Lingkungan	Hidup,	yang	mana	setiap	orang	dilarang	
untuk	:		

a) Melakukan	perbuatan	yang	mengakibatkan	pencemaran	dan/atau	perusakan	
lingkungan	hidup;		

b) Memasukkan	B3	yang	dilarang	menurut	peraturan	perundang-undangan	ke	
dalam	wilayah	Negara	Kesatuan	Republik	Indonesia;		
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c) Memasukkan	limbah	yang	berasal	dari	luar	wilayah	Negara	Kesatuan	Republik	
Indonesia	ke	media	lingkungan	hidup	Negara	Kesatuan	Republik	Indonesia;		

d) Memasukkan	 limbah	 B3	 ke	 dalam	 wilayah	 Negara	 Kesatuan	 Republik	
Indonesia;		

e) Membuang	limbah	ke	media	lingkungan	hidup;		
f) Membuang	B3	dan	limbah	B3	ke	media	lingkungan	hidup;		
g) Melepaskan	 produk	 rekayasa	 genetik	 ke	 media	 lingkungan	 hidup	 yang	

bertentangan	dengan	peraturan	perundang-undangan	atau	izin	lingkungan;		
h) Melakukan	pembukaan	lahan	dengan	cara	membakar;		
i) Menyusun	 amdal	 tanpa	 memiliki	 sertifikat	 kompetensi	 penyusun	 amdal;	

dan/atau		
j) Memberikan	 informasi	 palsu,	 menyesatkan,	 menghilangkan	 informasi,	

merusak	informasi,	atau	memberikan	keterangan	yang	tidak	benar.		
	 Dapat	 disimpulkan	 bahwa	 pabrik	 PT	 Pertamina	 Hulu	 Energi	 (PHE)	 telah	
melanggar	beberapa	ketentuan	dalam	pasal	69	UU	No.	32	Tahun	2009.	Maka	pihak	
dari	pabrik	PT	Pertamina	Hulu	Energi	(PHE)	harus	melakukan	penanggulangan	dan	
pemulihan	terhadap	lingkungan	yang	sudah	tercemar	oleh	limbah	pabrik	tersebut.	
Sebagaimana	yang	diatur	dalam	pasal	53	UU	No.	32	Tahun	2009,	setiap	orang	yang	
melakukan	 pencemaran	 lingungan	 hidup	 wajib	 melakukan	 penanggulangan	
lingkungan	hidup	yang	dilakukan	dengan:		

a) pemberian	informasi	peringatan	pencemaran	dan/atau	kerusakan	lingkungan	
hidup	kepada	masyarakat;		

b) pengisolasian	pencemaran	dan/atau	kerusakan	lingkungan	hidup;		
c) penghentian	 sumber	 pencemaran	 dan/atau	 kerusakan	 lingkungan	 hidup;	

dan/atau		
d) cara	lain	yang	sesuai	dengan	perkembangan	ilmu	pengetahuan	dan	teknologi.		

	 Untuk	 mencegah	 pencemaran	 lingkungan	 hidup	 maka	 dibutuhkanlah	
pengelolaan	limbah	yang	baik	dan	benar,	pengelolaan	limbah	diatur	dalam	pasal	59	
UU	No.	32	Tahun	2009	mengenai	pengelolaan	limbah	bahan	berbahaya	dan	beracun,	
yang	dilakukan	dengan:		

a) Setiap	 orang	 yang	 menghasilkan	 limbah	 B3	 wajib	 melakukan	 pengelolaan	
limbah	B3	yang	dihasilkannya.		

b) Dalam	 hal	 B3	 sebagaimana	 dimaksud	 dalam	 Pasal	 58	 ayat	 (1)	 telah	
kedaluwarsa,	pengelolaannya	mengikuti	ketentuan	pengelolaan	limbah	B3.		

c) Dalam	hal	setiap	orang	tidak	mampu	melakukan	sendiri	pengelolaan	limbah	
B3,	pengelolaannya	diserahkan	kepada	pihak	lain.		

d) Pengelolaan	 limbah	 B3	 wajib	 mendapat	 izin	 dari	 Menteri,	 gubernur,	 atau	
bupati/walikota	sesuai	dengan	kewenangannya.		
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e) Menteri,	 gubernur,	 atau	 bupati/walikota	 wajib	 mencantumkan	 persyaratan	
lingkungan	 hidup	 yang	 harus	 dipenuhi	 dan	 kewajiban	 yang	 harus	 dipatuhi	
pengelola	limbah	B3	dalam	izin.		

f) Keputusan	pemberian	izin	wajib	diumumkan.		
g) Ketentuan	 lebih	 lanjut	 mengenai	 pengelolaan	 limbah	 B3	 diatur	 dalam	

Peraturan	Pemerintah.		
	
b)	Penegakan	Hukum	terhadap	Pencemaran	Air	yang	dilakukan	oleh	Industri		
	 Air	merupakan	 sumber	 daya	 alam	 yang	mempunyai	 arti	 dan	 fungsi	 sangat	
penting	 bagi	manusia.	 Air	 dibutuhkan	 oleh	manusia,	 dan	makhluk	 hidup	 lainnya	
seperti	 tetumbuhan,	berada	di	permukaan	dan	di	dalam	tanah,	di	danau	dan	 laut,	
menguap	naik	ke	atmosfer,	lalu	terbentuk	awan,	turun	dalam	bentuk	hujan,	infiltrasi	
ke	bumi/tubuh	bumi,	membentuk	air	bawah	tanah,	mengisi	danau	dan	sungai	serta	
laut,	dan	seterusnya.		
	 Penegakan	hukum	 lingkungan	berkaitan	 erat	 dengan	 kemampuan	 aparatur	
dan	kepatuhan	warga	masyarakat	 terhadap	peraturan	yang	berlaku,	 yang	meliputi	
tiga	bidang	hukum,	yaitu	administratif,	pidana,	dan	perdata.12	Berikut	adalah	sarana	
penegakan	hukum:		
1.	Administratif		
	 Sarana	 administrasi	 dapat	 bersifat	 preventif	 dan	 bertujuan	 menegakkan	
peraturan	 perundang-undangan	 lingkungan.	 Penegakan	 hukum	 dapat	 diterapkan	
terhadap	kegiatan	yang	menyangkut	persyaratan	perizinan,	baku	mutu	lingkungan,	
rencana	 pengelolaan	 lingkungan	 (RKL),	 dan	 sebagainya.	 Disamping	 pembinaan	
berupa	petunjuk	dan	panduan	serta	pengawasan	administratif,	kepada	pengusaha	di	
bidang	industri,	hendaknya	juga	ditanamkan	manfaat	konsep	"Pollution	Prevention	
Pays"	dalam	proses	produksinya.		
2.	Kepidanaan		
	 Tata	 cara	 penindakannya	 tunduk	 pada	 undang-undang	 No.	 8	 Tahun	 1981	
tentang	Hukum	Acara	Pidana.	Peranan	Penyidik	 sangat	penting,	 karena	berfungsi	
mengumpulkan	 bahan/alat	 bukti	 yang	 seringkali	 bersifat	 ilmiah.	 Dalam	 kasus	
perusakan	dan/atau	pencemaran	lingkungan	terdapat	kesulitan	bagi	aparat	penyidik	
untuk	menyediakan	 alat	 bukti	 yang	 sah	 sesuai	 ketentuan	 Pasal	 183	 dan	 Pasal	 184	
KUHAP.	 Selain	 itu,	 pembuktian	 unsur	 hubungan	 kausal	 merupakan	 kendala	
tersendiri	mengingat	 terjadinya	 pencemaran	 seringkali	 secara	 kumulatif,	 sehingga	
untuk	membuktikan	sumber	pencemaran	yang	bersifat	kimiawi	sangat	sulit.		
3.	Keperdataan		
	 Mengenai	 hal	 ini	 perlu	 dibedakan	 antara	 penerapan	 hukum	 perdata	 oleh	
instansi	 yang	 berwenang	 melaksanakan	 kebijaksaan	 lingkungan	 dan	 penerapan	
hukum	 perdata	 untuk	 memaksakan	 kepatuhan	 terhadap	 peraturan	 perundang-
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undangan	 lingkungan.	 Misalnya,	 penguasa	 dapat	 menetapkan	 persyaratan	
perlindungan	lingkungan	terhadap	penjualan	atau	pemberian	hak	membuka	tanah	
atas	sebidang	tanah.	Selain	itu,	terdapat	kemungkinan	"beracara	singkat"	bagi	pihak	
ketiga	 yang	 berkepetingan	 untuk	menggugat	 kepatuhan	 terhadap	 undang-undang	
dan	 permohonan	 agar	 terhadap	 larangan	 atau	 keharusan	 dikaitkan	 dengan	 uang	
paksa.	Penegakan	hukum	perdata	ini	dapat	berupa	gugatan	ganti	kerugian	dan	biaya	
pemulihan	lingkungan.	
	

KESIMPULAN	
	 Dampak	dari	tercemarnya	lingkungan	hidup	adalah	rusaknya	ekosistem	alami	
serta	 berkurangnya	 baku	 mutu	 lingkungan	 tersebut.	 Pada	 dasarnya	 lingkungan	
tersebut	tercemar	akibat	kegiatan	manusia	itu	sendiri,	baik	melalui	kegiatan	industri	
ataupun	 kegiatan	 rumah	 tangga	 yang	 menghasilkan	 limbah	 dan	 sampah.	 Di	 era	
sekarang	pemerintah	harus	lebih	menggalakkan	lagi	kegiatan	yang	dapat	menunjang	
pengelolaan	 dan	 pengawasan	 terhadap	 lingkungan	hidup.	 Serta	 pemerintah	 harus	
lebih	mengawasi	kegiatan-kegiatan	yang	berhubungan	dengan	lingkungan.	
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